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PENDAHULUAN

Politik pendidikan, yaitu penggunaan kekuasaan untuk mendesakkan kebijakan
pendidikan baik secara represif ataupun secara persuasif. Politik pendidikan
dikategorikan represif apabila melibatkan kekuatan (fisik) untuk mendesakkan
implementasi kebijakan tertentu. Sebaliknya, politik pendidikan yang persuasif
menekankan implementasi kekuasaan secara halus (subtle) lewat strategi taktis

pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan
pendidikan —yang sdlanjutnyadikend dengan istilah politik kebijakan pendidikan.

Politik kebijakan pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam
pembangunan di setigp negara. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasd 3
sebaga sdah satu produk kebijakannya, menyebutkan bahwa

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watek serta peradaban bangsa yang bermartabat ddam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertagwa kepada Tuhan Y ang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggungjawab (UU. Ssdiknas, 20 th. 2003).
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Untuk mencapai tujuan pendidikan ini, disusun kurikulum yang merupakan
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan juga metode
pembelgjaran. Kurikulum tersebut mencakup fokus program, mediainstruksi,
organisas materi, strategi pembel gjaran, manajemen kelas, dan peranan pengajar.
Kurikulum digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan
pembel gjaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.

SHanjutnya untuk meihat tingkat pencapaian tujuan pendidikan, diperlukan
suatu bentuk evaluasi. Ujian Nasional (selanjutnya, istilah Ujian Nasional disingkat
menjadi UN) merupakan salah satu dat evaluas yang dikeluarkan oleh
pemerintah sebagal produk dari sistem politik pendidikan di Indonesia

Di dalam tujuan pendidikan nasional terdapat beberapa kata kunci antaralain
“iman dan takwa’, “berakhlak mulia’, “sehat”, “berilmu”, “cakap”, “krestif ,
“mandiri dan demokratis’. Sehaga konsekuensinya, evaluas yang ditergpkan
harus mampu mdihat, sgjauh mana ketercapaian satigp hd yang disebutkan
ddam tujuan tersebut. Evauas harus mampu mengukur tingkat pencapaian
setigp komponen yang tertuang daam tujuan pendidikan. Demikian pula
evaluasi harus mampu menjawab semua permasalahan tentang tingkat
pencapaian tujuan sebagaimana disebutkan ddam Undang-Undang No. 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Relevansi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dengan pemberlakuan evaluasi
secara nasiona, UN sebagal produk kebijakan politik pendidikan, telah
diberlakukan pada empat tahun terakhir. Seperti yang dikatakan Tilaar (2006),
»umber kekacauan pendidikan di Indonesia secara umum bersumber dari
politik kebijakan pendidikan oleh pemerintah.” SdanjutnyaZen ddam Suparlan
menyatakan, ”Sdama ini, kebijakan pendidikan di Indonesia bercirikan trial
and era, hit and run, dan ’proyekisme” (yang dipelesetkan kick and rush, cekik

digampangkan, sepertinya kebanyakan orang merasa paham dan mampu
memberi solus yang benar tanpa perlu studi dan teori. Pendidikan terkesan
disdenggarakan berdasarkan impulse sesaat para penguasa sehingga ketika
pgaba memberikan pernyataan tentang pentingnya nilai-nila kejuangan 45,
lahirlah Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), saat pemimpin negeri
kebanyakan dumni Jerman, muncul kebijakan link and match. K etikapemimpin
negeri ini berusaha keras menciptakan sistem status que dengan rezim barunya
maka lahirlah materi pelgaran Pendidikan Mora Pancasila (PMP) secara
nasiond, memperkuat morditas bangsa dengan sistem totditer dan represif.
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Begitu pula, ketika Menkokesra mengatakan tentang nilai katrol, terbitlah UAN

Pada hasl pre doszrvatian menunjukkan bahwa UN bertentangan dengan UU
No. 20 tahun 2003 tentang Sstem Pendidikan Nasiond (pasa 58 ayat 1 dan
pasal 59 ayat 1). Di dalam Undang-undang tersebut disebutkan, bahwa evaluasi
hasil belgar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses,
kemajuan, dan perbaikan hasil belgjar peserta didik secara berkesinambungan
(Pasal 58 ayat 1). Selanjutnya, Pasal 59 ayat 1 menyebutkan, bahwa Pemerintah
dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan.

Ditinjau dari aspek tujuan belgjar, bahwa pemberlakuan UN telah berdampak
terhadap bergesernya orientas anak ddam begar. Tujuan anak didik belgar
tidak lagi dalam bingkai mengasah potensi dan kemampuan, tetapi sebaliknya
belgjar untuk tujuan agar lulus dalam UN. Sementara, ditinjau dari aspek paritas
pendidikan, bahwa kondisi mutu sekolah yang sangat beragam, adalah sangat
tidak dimungkinkan dilakukan evaluas secara seragam dan bahkan tidak adil
jika harus diukur dengan menggunakan ukuran (standart) yang sama Lebih-
lebih UN dijadikan sebaga standar kelulusan siswa di sekolah, mengingat
disparitas mutu pendidikan di Indonesiamasih sangat tinggi (Tilaar, 2006:18).

Dari beberapareferesi di atas mengindikasikan, bahwa stakeholders pendidikan
telah sadar tentang arti *penindasan sistemik’ yang dilegdisir melaui kebijakan
penguasa. Masyarakat pendidikan telah ‘mampu mengandisis sisi dampak
kebijakan, mengingat masyarakat selalu dijadikan objek pemberlakuan kebijakan
(disadur dari pemikiran Freire tentang Politik Pendidikan, 2002:155).

Meski demikian dot perdebatan tentang pro kontra pemberlakuan kebijakan
UN dalam setigp tahunnya, kebijkan UN tetap sgja dilaksanakan oleh
Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Kontroversi ini terulang kembali
hampir dalam setiap tahun. Kontroversi ini terjadi karena, pertama,
kesalahfahaman dalam menginterpretasikan pasal-pasal yang berkenaan dengan
evaluasi dan strandar nasional pendidikan dalam UU No. 20 th. 2003 tentang
dstem Pendidikan Nasiond (Ssdiknas). Kedua, UN belum mencerminkan
keadilan bagi peserta didik, dengan fakta masih tingginya disparitas mutu
pendidikan antara satu daerah dengan daerah lain. Bahkan antara satu sekolah
dengan sekolah lainnya dalam kota yang sama (pra observad, 11 September
2008).
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Tingginya disparitas mutu pendidikan di seluruh Indonesia cenderung
mencerminkan sikep ketidakadilan UN, sehinggaUN bukan sebaga ’pahlavan
mutu” pendidikan, melainkan ‘momk’ yang harus disiasati dengan segala upaya
sehingga ketidaklulusan bisa ditekan hingga di bawah sepuluh persen (10%).
Pemahaman segda “upaya’ tersebut mengindikasikan, bahwa padatataran riil
pelaksanaan UN, guru telah menghalalkan segala macam cara untuk meluluskan
anak didiknya (termsuk memberikan kunci jawaban UN) demi
mempertahankan repotasi diri, sekolah, dan daerahnya. Bahkan berdasar dari
informas yang dihimpun peneliti bahwa ternyata upaya pembentukan tim
sukses tersebut tidak hanya dikoordiner oleh masing-masing kepaa sekolah
tetapi juga dikoordiner oleh dinas tertentu di masing-masing daerah.

Di sisi lain bahwa evaluas dalam bentuk tes akhir ini sangat tidak dimungkinkan
dapat memberikan informas universd dan objektif tentang perkembangan
peserta didik sebelum dan setelah mengikuti pendidikan (Deni ddam Tilaer,
224:2006).

Evaluasi pendidikan seharusnya dapat memberikan gambaran tentang
pencapaian tujuan (UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003), yang mampu
memberikan informeas tentang sgiauh manakondis pesertadidik ddam belgar.
Evduas ddam begar harus mampu memberikan tigainformasi penting yaitu

Penempatan berkaitan dengan level belgar yang mana seorang anak dapat
ditempatkan sehinggadapa menantangtetapi tidak frustas?Mastery berkaitan
dengan, apakah anak sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup
untuk menuju ke tingkat berikutnya? Diagnosis berkaitan dengan, bagian mana
yang dirasa sulit bagi anak?

Sejak tahun 2001, Ebtanas diganti dengan penilaian hasil belgjar secara nasiona
dan kemudian berubah nama menjadi UAN sgak 2002. Ddam UAN (Ujian
Akhir Nasiond), kdlulusan siswa ditentukan oleh nila mata pelgaran secara
individud. Untuk dapat lulusUAN padatahun 2003, setigp pesertadidik harus
memperoleh nilai minimal 3,01 pada setiap mata pelgjaran dan rata-rata nilainya
minimal 6,00. Pada tahun 2004, kelulusan siswa ditentukan hanya berdasarkan
nila minimd pada setigp pelgaran secara individud, yaitu 4,01- tanpa ada
persyaratan nilai rata-rata minimal yang harus dicapai. Pada tahun 2007 istilah
UAN berubamenjadi UN (Ujian Nasiond) dengan nila standar naik menjadi
4,25. Sedangkan pada tahun 2008, jugaterjadi perubahan kebijakan kembdli.
Pemerintah menambahkan standarisasi nilai menjadi 5,00 dengan penambahan
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mata pegaran menjadi 6 mata pelgaran.

Di dalam verst BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) disebutkan bahwa
kebijakan pemberlakuan UN dimaksudkan untuk mengukur pencapaian hasil
belgjar pesertadidik melaui pemberian tes pada siswa sekolah lanjutan tingkat
pertama dan sekolah lanjutan tingkat aas Sdan itu UN bertujuan untuk
mengukur mutu pendidikan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan
pendidikan di tingkat nasiond, proping, kabupaten, sampai tingkat sekolah
(Kepmendiknas No. 153/U/2007 UN 2003/2004, pasal 3). Sedangkan fungsi
dari pemberlakuan kebijakan UN adaah sebagai alat pengendali mutu
pendidikan secara nasiond, pendorong peningkatan mutu pendidikan secara
nasional, bahan dalam menentukan kelulusan peserta didik, dan sebagai bahan
pertimbangan ddam sdleks penerimaan pada jenjang pendidikan yang lebih
tinggi (pasd 4).

SHanjutnya permasdahan yang muncul addah gpakah sistem evduas ddam
bentuk UN dapat menjawab semua informasi yang diperlukan dalam
pencapaian tujuan pendidikan nasiona? Apakah UN dapat memberikan
informas tentang keimanan dan ketakwaan pesertadidik terhadgp Tuhan Yang
Maha Esa? Apakah UN dapat menjawab tingkat krestivitas dan kemandirian
peserta didik? Juga, gpakah UN dapat menjawab sikap demokratis anak?
Dapakah UN memberikan semuainformasi tentang tingkat ketercapaian tujuan
pendidikan yang telah ditetapkan tersebut?

Dalam Keputusan Mendiknas Nomor 153/ U/ 2003 juga terdapat
ketidaksinambungan antara tujuan, fungsi, dan bentuk ujian. Pertama, bahwa
pelaksanaan UN bertujuan untuk “mengukur pencapaan hasil belgar peserta
didik meldui pemberian tes’. Dari pernyataan tersebut muncul bebergpa
persoalan, di antaranya: Dapatkah tes yang dilaksanakan di bagian akhir tahun
pegaran memberikan gambaran tentang perkembangan pendidikan peserta
didik? Dapatkah tes tersebut memperhatikan proses belgar menggar ddam
keseharian? D gpatkah tes tertulis mampu melihat aspek skap, semangat dan
motivasi belgar anak? Dapatkah tes di akhir tahun garan menyajikan
keterampilan siswa yang sesungguhnya? Apakah hasil tes dapat menggambarkan
kemampuan dan keterampilan anak selama mengikuti pelgaran?

Persodan-persodan di atas tidek mudah untuk memperoleh jawabannya jika
hanya memberikan tes pada akhir tahun pelgaran. Hasll belgar bukan hanya
berupa pengetahuan yang bersifat hafalan, tetapi juga berupa skill, sikap, motivasi,
dan perilaku yang tidak semuanyadapat diukur dengan menggunakan teskarena
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melibatkan proses belgar. Dengan katalain, telah terjadi pertentangan antara
tujuan pencapaian pembelajaran dengan bentuk evaluasi yang diterapkan, karena
pengukuran hasil belgar tidak bisa diukur hanya dengan memberikan tes di
akhir tahun pelgjaran sgja

Kedua, tujuan UN sebagamana disebutkan ddam keputusan Mendiknas di
aas addah “untuk mengukur mutu pendidikan di tingkat nasond, proving,
kabupaten, sampai tingkat sekolah”. Terdgpat juga permasdahan yang serupa
dengan permasaahan-permasdahan di atas, seperti gpakah mutu pendidikan
yang dapat diukur dengan memberikan ujian akhir secara nasiond di akhir
tahun garan? Bila dihadapkan pada mutu pendidikan dari aspek skap dan
perilaku siswa, apakah bisadilihat hanya pada saat sekejap di penghujung tahun?
Mutu pendidikan pada tingkat nasiond depa dilihat dengan berbaga cara,
tetapi pelaksanaan UN sebagaimana yang dipraktekkan belum mampu
menjawab permasdahan sgiauh mana mutu pendidikan di Indonesia dapa
dicapa hanya dengan pemberlakuan Ujian Nasiond?

Ketiga, ujian bertujuan “untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan
pendidikan kepadamasyarakat”. Addah ironisbilaUN dipaka sebagai bentuk
pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan, karena pendidikan
merupakan satu kesatuan terpadu antara kognitif, afektif, dan psikomotor.
SHain itu pendidikan jugabertujuan “untuk membentuk manusiayang berakhlak
mulia, berbudi luhur, mandiri, cerdas, dan kregtif ” —yang semuanyaitu tidak
dapat dilihat hanya dengan penyelenggaraan Ujian Nasiond.

Jika dihubungkan dengan kurikulum KTSP, maka UN jugatidak sejaan dengan
salah satu prinsip yang dianut dalam pengembangan kurikulum yaitu diversifikasi
kurikulum. Artinya bahwa pelaksanaan kurikulum disesuaikan dengan Situas
dan kondis daerah masing-masing. Kondis sekolah di kota-kota besar tidak
bisa disamakan dengan kondis sekolah-sekolah di daerah perkampungan,
apalagi di daerah terpencil. Kondisi yang jauh berbeda mengakibatkan proses
bdga menggar juga berbeda Sekolah di lingkungan kota relatif lebih bak
karena sarana dan prasana lebih lengkap. Tetapi di daerah-daerah pelosok
keberadaan sarana dan prasarana serbaterbaas, bahkan kadang jumlah guru
pun kurang mencukupi, dan yang ada pun tidak kuaified. Kebijakan penerapan
UN untuk semua sekolah di Indonesia telah melanggar prinsip tersebut dan
mengekibatkan ketidakadilan. | barat memberikan tes terhadap atletik tingkat
Pelatnas yang setigp hari dilatih dengan segda saranadan prasaranatermasuk
pelatih yang memadai, dengan atletik kampung yang memiliki sarana seadanya.
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Tentu sgahasiinyajauh berbeda, tetapi kebijakan yang diambil justeru addah
menyamakan peserta didik secara nasond.

Di sisi lain UN juga bertentangan dengan kebijakan otonomi daerah
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dipahami sebagai berikut: Pertama, kebijakan
UN dilaksanakan bersamaan dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah.
Pada saat yang sama juga dikenakan kebijakan otonomi sekolah melaui
mangemen berbasis sekolah. Evauas sudah seharusnya menjadi hak dan
tanggung jawab daerah termasuk sekolah, tetapi pelaksanaan UN telah
membuat otonomi sekolah menjadi terkurangi karena sekolah harus tetap
mengikuti kebijakan UN yang diatur dari pusa.

Kedua, UN yang juga bagian dari bentuk evaluasi dilakukan hanya melalui tes
akhir pada beberapa mata pelgaran. Ha ini tidak mungkin akan dapat
memberikan informasi universd dan objektif tentang perkembangan peserta
didik sebelum dan setelah mengikuti pendidikan. UN berfungsi untuk
menentukan kelulusan siswa. Padahal pendidikan merupakan salah satu bidang
yang diotonomikan, kecudi sistem dan perencanaan pendidikan yang diatur
secaranasiond termasuk kurikulum.

Ketiga, dengan adanya kebijakan otonomi sekolah, institusi yang berhak
meluluskan siswa adal ah sekolah melalui kebijakan mangjemen berbasis sekolah.
UN sdan menetgpkan standar mutu pendidikan yang sangat rendah telah
menghakimi semua siswa tanpa melihat |atar belakang, situasi, kondisi, sarana
dan prasarana serta proses belgar menggar yang didami terutama siswa di
deerah pedesaan.

Sistem pendidikan yang demikian menurut Freire (2002:xii) akan menjadi sarana
terbaik untuk memelihara keberlangsungan status-quo sepanjang masa, bukan
menjadi kekuatan penggugah (subevasf fore® ke arah perubahan dan
pembaharuan. Semestinya sistem pendidikan sebdiknya justru harus menjadi
kekuatan penyadar (strength of resuscitation) dan pembebas umat manusia. Sistem
pendidikan yang seringkali diklaim mapan (versi pemerintah) selamaini telah
menjadikan stakeholders pendidikan sebagai manusia-manusia yang teralienas
dan tercerabut (disinherited masses) karena mereka menjalankan kinerja pendidikan
di sekolah di bawah ‘tekanan’ pemerintah aas ddih ‘kebijakan pemerintahy,
sebaliknya tidak atas dasar tuntutan relitas di masing-masing lembaga
pendidikan. Seperti yang ditulis Freire dalam Politik Pendidikan, bahwaiatelah
mendidik mereka menjadi ada dalam artian menjadi seperti, yang berarti menjadi
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seperti orang lain, bukan menjadi dirinya sendiri. Relevansinya dengan konteks
pembahasan ini, bahwa lembaga pendidikan yang ada dan dikendaikan oleh
para pendidik pesertadidik dan orang tua didik telah menjadi seperti institus
lain, bukan menjadi institusi yang dikendalikan stakeholders sendiri.

Polapendidikan seperti itu pdingjauh hanyaakan mampu merubah penafsiran
seseorang terhadap situas yang dihadapinya, memungkinkan terjadinya
pelanggaran, serta tidak akan mampu mengubah redlitas idea yang
diharapkannya. stakeholders pendidikan hanya menjadi boneka yang dikendalikan
pemerintah bukan pencipta kreatif yang mampu melahirkan perubahan
prospektif.

Oleh karenaitu, “penindasan terselubung” sehinggamenyebabkan ketertindasan
terhadap sesuatu yang dianggap objek (stakehol ders pendidikan), yang dilakukan
melalui kemasan legal forma kebijakan pendidikan, merupakan suatu
keniscayaan yang tidak pernah melahirkan karakter positif dalam klaim
pembaharuannya. Bahkan sebaliknya, hanya merupakan suatu pelecehan
terhadap fitrah sekaigus imperidisasi terhadap seluruh nilai dan potens
kemanusiaan. Dengan demikian, diperlukan suatu sissem baru yang mampu
menjawab tuntutan riil dari reditas yang sebenarnya. Artinya, bahwa
pemberlakukan kebijakan UN membutuhkan suatu upaya peninjauan ulang
baik secara konsepsiond ataupun meping di lapangan, sehingga kebijakan
pemberlakuan kebijakan UN benar-benar sesuai dengan tuntutan riil, tidak
menyebabkan adanya masalah baru, dan tetap berbanding lurus dengan target
dan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

UN DALAM PERSPEKTIF STUDI KEBIJAKAN POLITIK

Politik addah suatu proses pembuatan keputusan-keputusan penting yang
melibatkan masyarakat luas. Sedangkan politik pendidikan adaah proses
pembuatan keputusan-keputusan penting dalam bidang pendidikan di tingkat
lokd aaupun nasiond. Kebijakan pemberlakuan UN merupakan kebijakan
pendidikan yang bersifat nasional. Secara politis, kebijakan ini membutuhkan
sebuah proses-proses politik dalam perumusannya. Karena kesemuanya tidak
terlepas dari sebuah kepentingan, baik kepentingan masyarakat umum
(stakeholders pendidikan) ataupun kepentingan penguasaitu sendiri. Proses politik
ini mencakup beberapa segi, salah satunya proses perumusan dan pelaksanaan
keputusan politik. Setigp kegiatan politik selau berkaitan dengan bagamana
proses perumusan dan pelaksanaan keputusan politik.
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Dalam proses pemubuatan kebijakan pendidikan, proses-proses politik sangat
kental mewarnainya. Mulai dari pemunculan isu, kemudian berkembang menjadi
deba publik meldui media massa serta forum-fuorum terbatas, kemudian
dilakukan sergp aspirad oleh partai politik untuk diartikulasikan dan dibahas
ddam lembagalegidatif sehinggamenjadi sebuah kebijakan. Bahkan terkadang
proses tersebut berlangsung lebih singkat, misanya diawdi dari munculnya
isu-isu, kemudian berkembang menjadi debat publik, kemudian diserap
aspirasinya oleh pemerintah yang dituangkan dalam sebuah peraturan
pemerintah.

Proses-proses politik tersebut di atas menandakan bahwa sebuah kebijakan
terlahir meldaui proses-proses politik yang tidak sederhana. Bahkan sering
terjadi, di ddam proses tersebut muncul konflik beragam kepentingan yang
tidak bisa dipertemukan. Secara umum, konflik tersebut akan reda dengan
sendirinya bila berbagai kepentingan yang adatelah terjadi titik temu.

Proses-proses politik di aas, yang dimulai dari pemunculan isu, kemudian
berkembang menjadi debat publik meadui media massa serta forum-forum
terbatas, dan sebagainya merupakan bagian dari proses-proses partisipasi politik
yang ’sehat” dan mengedepankan asas transparans publik. Dengan demikian,
jika kembali dipertegas bahwa partisipas politik merupakan suatu usaha
terorganisir para warga negara untuk mempengaruhi bentuk dan jaannya
sebuah kebijakan. Hal ini dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk,
diantaranya berupa pemberian hak suara, diskusi politik pendidikan, pemberian
usul menyangkut pembuatan keputusan politik, dan lain sebagainnya. Ini semua
bertolak dari kesadaran politik dan kepercayaan terhadap sistem politik.
Relevansi dengan partisipasi politik dapat dikategorikan menjadi empat bagian:
1) Partispas politik aktif, gpabila seseorang memiliki kesadaran politik dan
kepercayaan kepada pemerintahan. 2) Partisipasi politik apatis, apabila seseorang
memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang rendah.
3) Partisipasi politik militan-radikal, apabila seseorang memiliki kesadaran politik
tinggi akan tetapi kepercayaan kepadapemerintah rendah. 4) Partisipasi politik
pasif, apabila seseorang memiliki kesadaran politik rendah akan tetapi
kepercayaan kepada pemerintah tinggi (Meriam, 2008: 367).

Merunut dari partispas politik di atas, maka bisa dikatakan, bahwa poss
stakeholders pendidikan ddam konteks UN berada pada point ke-tiga, yatu
partispas politik militan-radika, yang memiliki kesadaran politik tinggi, tetapi
kepercayaan kepada pemerintah rendah. Pada konteks ini stakeholders pendidikan
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secara kritis-konstruktif telah memberikan respon yang fokus dengan kebijakan
ini, balk ddam bentuk forma, menggukan keberatan secaralangsung kepada
ingtitus berwenang, ataupun secarainforma, meldui penyuaraan-penyuaraan
langsung di tengah-tengah masyarakat terhadap |embaga-lembaga pendidikan.
Ddam hd ini partisipas politik masyarakat cukup militan dan radikd, serta
responsf terhadap berbaga persodan kebijakan, waaupun fenomena yang
berkembang, bahwa tingkat kepercayaan (trust) masyarakat terhdap pemerintah
sangat rendah. Inilah dampak yang lahir dari bebergpa kebijakan yang terus
dipaksakan oleh pemerintah kepada stakeholders.

Secara otoritatif pemerintah daam bingka kenegaraan, memiliki hak kuasa
penuh atas warganya. Secara defenitif negara berhak melakukan
pengelompokan masyarakat atas dasar kesamaan struktur kekuassan yang
memerintah. Ddam negara terdapat sesuatu yang menggambarkan struktur
kekuasaan monopolis menggunakan paksaan fisk yang sah terhadgp warga
yangtinggd di suatu wilayah dengan batas-baasjelas. Untuk depat memerintah
secare efektif, negaramemiliki kekuasaan. Oleh karenanya, kekuasaan dipahami
sebagal sebuah kemampuan untuk memaksakan kemauan negara pada
warganya walaupun hal itu ditentang.

Pada kasus yanga sama konsep di atas sangat relevan dengan kontek pemaksaan
pemberlakuan UN. Relevans dengan konsep di aas, bahwa modd UN yang
mulai diberlakukan sgjak tahun 2004 hingga tahun ini (2009) masih tetap menjadi
dat penguasa melakukan pemaksaan dengan ddih kebijakan pendidikan.
Sebagaimanakonsep di atas, bahwa negara dalam hal ini pemerintah berwenang
melakukan pemaksaan aas dasar efektifitas ddam memerintah, tetapi pada
konteks ini pemerintah bukan pada tempatnya melakukan pemaksaan di dalam
dunia pendidikan. Dunia pendidikan bukanlah ranah méliter yang kebijakan-
kebijakannya bisa dilakukan secara otoritatif-represif, tetapi dunia pendidikan
addah ranah yang memiliki muatan-muatan nila edukatif yang tidek hanya
berpengaruh terhadap sosio-cultur dan sosio-ekonomi masyarakat, tetapi juga
terhadap mentalitas dalam pembentukan karakter (character bulding) masyarakat
khsusnya anak didik.

Politik pada dasarnya menjadi dat sebuah negara untuk melahirkan berbaga
macam keputusan-keputusan program yang memiliki relevansi dengan
kepentingan publik. Sedangkan negara merupakan integras dari kekuasaan
politik, negara addah organisas pokok dari kekuasaan politik. Negara addah
dat (agency) dari masyarakat yang mempunya kekuassan. Dengan demikian,
produk yang lahir dari sebuah negaraaddah perundang-undangan (PP, Permen,
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UU, Kepres, dil) — yang merupakan hasil dari keputusan-keputusan politik.
Dengan demikian lahirnya berbagai keputusan-keputusan politik tersebut, harus
mampu memberikan jalan keluar terbaik, mencerdaskan dan mensejahterakan
masyarakat.

TINJAUAN KRITISTERHADAP PERMENDIKNAS

Lahirnya Permendiknas (N o. 45 tahun 2006, No. 34 tahun 2007 dan No. 77
tahun 2008) tidak hanya lahir dari gagesan persond seorang Menteri, tetapi
jugamerupakan hasil dari keputusan eksekutif dan legidatif (keputusan politik).
Ddam hd ini pengambilan keputusan merupakan konsep pokok dari politik
karena menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan
mengikat publik.

Penentuan sebuah kebijakan UN ini dilatarbelakangi adanya pertimbangan-
pertimbangan subyektif masing-masing masyarakat berupa filosofi, nilai, serta
suatu pringp yang dipilih. Pertimbangan-pertimbangan subyektif tersebut
sebenarnya bisa dimengerti, mengingat proses dan praktek pendidikan
merupakan bagian dari bentuk aktualisasi atas keinginan-keinginan masyarakat
dalam mewujudkan kehendaknya. Kehendak masyarakat yang dimaksud adalah
sebuah cita-cita sosial (social ideal).

Merunut pada pertimbangan dan kehendak masyarakat aau cita-cita sosid
tersebut maka praktek penentuan sebuah kebijakan pendidikan baik yang
berlangsung di sekolah ataupun luar sekolah pada umumnya memiliki dua
peran yang berbeda. Pertama, proses pendidikan berperan melegitimasi bahkan
melanggengkan sistem sertastruktur sosia yang ada(status quo); Kedua, proses
pendidikan berperan sebaliknya yaitu membangun atau mengubah tatanan sosial
menuju yang lebih adil.

Duahal di atas yang mengarah pada otoritarianisme kepentingan, yang pertama
yatu melegitimas dan melanggengkan sistem serta struktur sosid yang ada
(status quo). Proses pelanggengan ini berwujud meldui lahirnya Permendiknas
tentang UN. Ini merupakan kebijakan politik pendidikan yang telah digariskan
oleh pemerintah. Kebijakan ini semestinya memiliki relevans erat dengan sebuah
norma yang dibangun.

Kedudukan norma sosd yang dibangun secara teoritis memiliki dua fungd,
yatu fungd direktif dan fungs kongraintif. Fungs direktif yakni memberikan
arah atau acuan yang benar bagi tingkah laku anggotanya sebagai mana dikehendaki
oleh kdlompok. Sedangkan fungs kongraintif yakni membatas atau memaksa
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terhadap semua tingkah laku anggota masyarakat tersebut agar tidak menyimpang
dari acuan rambu-rambu kelompoknya Relevans dengan kedua fungs norma
tersebut, kebijekan UN telah masuk pada fungs kongraintif. Daam hd ini,
tidak boleh tidak’ masyarakat pendidikan mdaksanakannya dan mematuhinya,
walaupun masyarakat dengan rasa berat hati untuk mematuhinya.

Dari fungs kongrantif ini pemerintah telah mengemasnya ke daam sebuah
Permendiknas tentang UN —yang hingga dekade ini tetap dipaksakan.
Diasumsikan bahwa ini merupakan kebijakan otoriter pemerintah di ddam
konteks pendidikan. Kebijakan ini merupakan sebuah refleks dari kehendak
serta cita sosd yang paradoks dari suatu Stuasi masyarakat. Paradoksd ini
didasari oleh perbedaan arah praktek penyelenggaraan pendidikan yang
disebabkan oleh sebuah ideologi yang digunakan. Garis kebijakan pendidikan
yang diambil sebagai sebuah keputasan final pemerintah, dalam konteks UN,
diassumsikan berdasar dari ideologi konservatif —yang memandang bahwa
ketidaksederajatan masyarakat merupakan hukum alami, suatu hal yang mustahil
bisa dihindari serta dianggap sudah merupakan ketentuan sgarah. Ddam
bentuknyayang paingklasik, kaum konservatif berkeyakinan bahwamayarakeat
pada dasarnya tidak bisa merencakan perubahan atau paling tidak
mempengar uhi perubahan sosd, hanya Tuhanlah yang merencanakan keadaan
masyarakat dan hanya Dia yang tahu dibaik semua itu. Pemahaman *Tuhar
merupakan andogi poweristik yang yang punya kekuatan dan kuasa atasnya
Dikatkan padaideologi ini, kebijakan UN merupakn bagian dari penergpan
ideologi konservatif pendidikan yangtelah dianut pemerintah ke daam sebuah
ideologi politik pendidikan. Asumsi yang muncul dari andlisis ini bahwa
masyarakat merupakan komunitas yang lemah, dan dibentuk sekehendak orang-
orang yang punya kuasa di atasnya.

Asumsi ini menjadi aat sekaligus mediastatus quo dua arah. Pertama, masyarakat
pada kdangan tertentu telah menganggap, bahwa kebijakan ini merupakan
sesuatu yang ‘gvan’ dan tidak mungkin dapat diubah. Pada pemahaman ini
kecenderungan masyarakat telah mengarah pada kesadaran naif-fatalistik, karena
penolakan terhadap pemberlakuan kebijakan ini tidak membuahkan hasil dan
tidak melahirkan respon perubahan yang menguntungkan terhadap masyarakat.
Kedua, pemerintah melaui ideologi ini akan meraup keuntungan untuk
mempertahankan status quo yang diinginkan. Sdah satunya addah kebijakan
yang dituangkan di ddam peraturan yang dibuatnya (Permendiknas) senantiasa
berada ddam posis aman dan senantiasa dikawa untuk melestarikannya
Dengan demikian kebijakan-kebijakan ini merugpakan status quo pemerintah
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yang dikemas di dalam kebijakan politik pendidikan.

Orientas yang semestinya dibangun di daam kebijakan politik pendidikan
terwujudnyatransformas sosd. Orientas ini mengarah kepadaideologi kritis
radikal yang memandang bahwa perhatian utama pendidikan adalah melakukan
refleks kritis terhadap the dominant ideday ke arah perubahan sosd. Tuges
utama pendidikan addah menciptakan ruang berpikir serta bertindak untuk
sddu kritisterhadgp keadaan sstem sertastruktur yangtidak adil dan menindas
Pendidikan tidak mungkin bersifa netrad, obyektif, dan mengambil dengan
masyarakat (sebagaimana dianjurkan positivisme). Makavis pendidikan adalah
melakukan kritik terhadap sstem dominan kelas tertindas umumnya dadam
rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih adil. Daam perspektif
kritis, pendidikan harus mampu menciptakan ruang untuk mengidentifikas
dan mengandisis secara bebas dan kritis untuk transformas sosd. Dengan
kata lain tugas pendidikan memanusiakan manusia yang mengalami
dehumanisasi karena sistem dan struktur yang tidak adil.

Pada tugas humanisasi ini, Permendiknas nomor 77 tahun 2008 tidak masuk
di ddamnya. Yang ada hanyadah pressure-pressure dehumanis yang menutup
ruang kesadaran kritis bagi masyarakat pendidikan, bagi anak didik khususnya.
Kebijakan UN secara politis selama ini tampak telah melanggengkan dua
bentuk kesadaran, yaitu kesadaran magis (magical consciousness) dan kesadaran
naif (naival consciousness). Y ang dimaksud kesadaran magis yakni tingkat kesadaran
yang tidak mampu mengetahui kaitan antara satu faktor dan faktor lainnya
Misalnya pesertadidik yang tidak mampu melihat kaitan ketidaklulusan dirinya
dengan sistem politik kebijakan dan kebudayaan. K esadaran magis |ebih-lebih
melihat faktor di luar manusia (natural ataupun supra natural) sebagai penyebab
dari ketidakberdayaan. Proses kebijakan politik pendidikan ini tidak mampu
memberikan kemampuan andigis, kaitan antara sistem dan struktur terhadap
suau permasdahan masyarakat. Sswal masyaraka secaradogmatik menerima
’kebijakan’ dari pemerintah, tanpa ada mekanisme untuk memahami makna
ideologi dari setigp konseps atas kehidupan masyarakat.

Yang kedua adalah kesadaran naif. Keadaan yang dikategorikan dalam
kesadaran ini adalah melihat *aspek manusia menjadi akar penyebab
permasaahan masyarkat/ siswa. Ddam kesadaran ini masaah elika, kregtivitas,
’nesd far adeaTal dianggap sebaga penentu perubahan sosid. Jadi ddam
mengandisis mengapa peserta didik terjebak ddam kebisuan, dan tidak lulus
dalam UN, bagi mereka disebabkan karena salah sendiri, yakni karena mereka
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malas, tidak memiliki semangat atau tidak memiliki jiwa membangun, dan
seterunya. Oleh karenaitu menpower degoment’ adalah sesuatu yang diharapkan
akan menjadi pemicu perubahan. Pendidikan ddam konteks ini juga tidak
mempertanyakan sissem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada
addah sudah mapan dan benar, merupakan faktor ‘gvan’ dan oleh sebab itu
tidak perlu dipertanyakan. Tugas pendidikan addah bagamna membuat dan
mengarahkan agar murid bisa masuk beradaptas dengan sstem yang sudah
ada. Padawujud kesadaran naif ini posisi status quo pemerintah mendapatkan
dukungan. Secaraumum Kepala Dinas Pendidikan cenderung mempersalahkan
peserta didik yang tidak lulus Klam malas, tidek begar dan semacamnya
senantiasa disandangkan. Wujud auto-kritik tidak pernah dilakukan sebaga
keberanian menolak sebuah kebijakan, sehingga kebijakan yang dijdankan
pemerintah tetap dilaksanakan tanpa mengindahkan protes gpapun, karena
pada dasarnya kebijakan tersebut telah didukung oleh orang-orang berpengaruh
di daam komunitas birokrasi pendidikan. Dengan demikian kebijakan
pemberlakuan UN ini diprediksikan akan terus berjalan sesuai dengan kemauan
dan kekuasaan pemerintah.

Padaredlitas lain, terdapat pula komunitas tertentu yang menolak secara keras
dengan pemberlakuan kebijakan ini. Secara dominatif, stakeholders pendidikan
jugamenyadari bahwakebijakan ini sungguh sangat berat untuk dilaksanakan.
Dominasi kekuasaan pemerintah diakui terlalu kuat. Secara defenitif kekuasaan
adaah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewgjiban yang mengikat,
oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Kewajiban adalah
sah jika menyangkut tujuan-tujuan kolektif. Jka ada perlawanan, maka
pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif menjadi wajar terlepas dari sigpa yang
melakukan pemaksaan itu. Oleh karenaitu, melalui kekuasaan pemerintah ini,
tidek akan ada kekuatan tandingan yang dapat mengubah sebuah kebijakan
otoritatif pemerintah bila kekuasaan ini diberlakukan, kecuali kekuatan
masyarakat itu sendiri. [tupun juga memungkinkan akan terjadi perubahan
kebijakan bila pemerintah sepenuhnya percaya dan menyadari bahwa suara
rekyat adaah suara Tuhan. Apabila yang terjadi sebdiknya, maka kebijakan-
kebijakan tersebut hanya menjadi beban sosial bagi masyarakat selama kebijakan
tersebut tidak diubah atau direvisi sesual dengan aspirasi stakeholderss.

DIMENSI HEGEMONIK DALAM UJIAN NASIONAL

K ebijakan pemberlakuan UN merupakan kebijakan hegemonik yang pada
dimens tertentu memiliki Sis stressing yang sama dengan kebijakan di masa
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orde baru. Bila pada masa orde baru pemerintah membuat suatu wujud
penyeragaman pendidikan melalui kebijakan Pedoman Penghayatan dan
Pengamaan Pancasila (P4) sebaga interndisas nila—nilal Pancasila terhadap
setiap siswa dan mahasiswa untuk mempertahankan status quo, maka pada era
reformad ini pun jugadilakukan polayang samaoleh pemerintah. Ss substans
stressing kebijakannya sama, yaitu sama-sama kontroversid dan memberatkan
masyarakat. Hegemoni yang dilakukan pemerintah meldui kebijakan UN
menunjukkan arogans kekuasaan yang berlebihan, sehingganampak tidak ada
bedanya dengan masa orde baru.

Dalam kasus pelaksanaan UN tahun 2008, kebijakan yang diberlakukan dengan
melibatkan meliter (Densus 88) merupakan sebuah indikasi bahwa meliterisme
dalam dunia pendidikan telah dimulai dan hal ini sama sekali tidak menyurutkan
pemerintah untuk menghentikannya. Ini merupakan pola yang sdah dan
berseberangan dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan UN itu sendiri.
Pola-polarepresif’ yang dijadikan teknis penyelenggaraan sebuah kebijakan
sangat tidak dibenarkan di ddam sebuah negara yang berdaulat. Kedaulatan
sepenuhnya berada di tangan rakyet, dan rekyatlah yang sebenarnya berkuasa
—yang selanjutnya diatur dengan menggunakan proses-proses politis meldui
keterwakilannya, bukan sebaliknya masyarakat (stakeholders) dihegemoni dengan
caracarayang represif dan melaksanakan fungs-fungs pendidikan di bawah
tekanan.

Secara hegemonis bahwa kebijakan UN sebagai produk politik ini merupakan
sebuah tendens berkembangnyaintervens negaradalam masyaraket sipi (civil
society). Oleh karenanya dalam konteks ini Gramsci mengartikan negara sebagai
paduan antara masyarakat politik (political society) dan masyarakat sipil (civil society)
yang didukung sarana penekan. Sarana penekan yang dimaksud adalah pressure
keharusan bagi setigp warga untuk mematuhi segda perundang-undangan,
tidak terkecuali bidang kebijakan pendidikan khususnya Ujian Nasional. Inilah
wujud intervens negara ddam bidang pendidikan.

Merujuk padapengdaman di bebergpanegaramgu, misanyadi negaraJerman
(Agustiar, 2002: 155), bahwa pelaksanaan evauas tidak menjadi kebijakan
pemerintah, sebdiknya, sepenuhnyamenjadi tanggungjawab guru. Tesformd
pada pringpnya tidak digunakan untuk menila keberhasilan anak di sekolah.
Evaluas tersebut hanya untuk keperluan diagnotik yaitu mengidentifikas jenis-
jenis dyslexia (kesulitan belgar ddam membaca dan menulis karena kondis
pada otak). Pendekatan yang dipakai untuk mengetahui pencapain murid adalah
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menyerahkan sepenuhnya kepada guru untuk menyusun tes tertulis sendiri
ditambah dengan interaks lisan murid-guru selamaprosesbegar berlangsung.

Dengan demikian, tidek ada evaduas nasiond (UN) yang dilakukan secara
teratur mengenai hasil pendidikan. Selanjutnya, contoh lain di negara Cina untuk
sekolah menengah aas hanya diberlakukan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan
ujian selektif untuk mendapatkan |jazah, sedangkan pemberlakuan UN hanya
dilakukan ketikaakan memasuki Perguruan Tinggi. Relevans dengan kebijakan
pemberlakuan UN di Indonesia, menunjukkan bahwa kebijakan politik
pendidikan oleh pemeritah terldu intervensf dan sangat tidak layak masuk
pada wilayah privat pendidikan, karena sepenuhnya tenaga pendidiklah yang
bertanggungjaweb atas peserta didiknya

Berlangsungnya UN hingga ava dekade ini, tidak terlepas dari andisa teori
hegemonik, yaitu: Pertama, stakeholders tertentu menyesuaikan diri mungkin
karena takut akan konsekuensi-konsekuensi bila tidak manyesuaikannya. Dan
hinggaawa 2009 pulabelum adalembaga pendidikan di masing-masing satuan
pendidikan yang menolak menyelenggarakan UN. Di sini konformitas
(kesesuaian) ditempuh melaui penekanan dan sangsi-sangsi yang menakutkan,
karena Detasemen khusus Densus 88 akan siap bertindak dan meringkusnya.
Kedua, stakeholders tertentu patuh mungkin karenaterbiasa mengikuti tujuan-
tujuan tertentu dengan cara-caratertentu. Konformitasdaam hd ini merupakan
sod partispas yang tidak terrefleksikan ddarn bentuk aktivitas yang tetap,
sebab stakeholders pendidikan menganut pola-pola tingkah laku tertentu dan
jarang dimungkinkan untuk menolak, dan ketiga, konformitas yang rnuncul
dari tingkah laku mempunyai tingkat-tingkat kesadaran dan persetujuan dengan
unsur tertentu dalam masyarakat. Tipe ini terkat dengan konsep legitimas
dengan keyakinan bahwa tuntutan konformitas benar.

Relevans dengan analisis hegemonik di atas, secara langsung tidak adarelevansi
konsensus antara M endiknas dengan pendidik dan tenaga kependidikan, tetapi
pemanfaatan link birokras meldui penguaan relas atasan dan bawahan di
ddam birokras pendidikan secara otomatis menjadi sebuah konsensus pasif
yang tak terhindarkan. Di dalamnyaterjalin secaraintensif antara menghegmoni
sebagai atasan dan dihegemoni sebagai bawahan. Di satu sisi keduanya menjadi
sruktur materid dan ingtitus ddam mengembangkan dan menyebarluaskan
hegemoni ideologi, karena struktur menjadi alat hegemoni (hegemonic apparatus).
Maksud dari struktur tersebut adaah lembagalembaga tertentu, yang ddam
hd ini bisa ditafsr menjadi lembaga pendidikan, organisas kemasyarakatan,
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lembaga-lembaga non pemerintah (LSM), dan lain-lain. Lembaga-lembaga
inilah yang menjadi target penyebarluasan ideologi hegemoni. Konteks
hegemoni sistem birokrasi ini sangat mudah menjadi tempat persebaran ideol ogi
hegemoni dan nampak dilihat. Dalam hal ini seperti yang disampaikan secara
terdgra oleh Gunarta, (Wakasek kurikulum SMAN 4 Maang), bahwa beban
UN, mau tidak mau harus diterima, baik oleh guru ataupun sisva Di ddam
pernyataanyaia mengatakan bahwa dirinya hanya sebagai pelaksana, serta tidak
bisa menghindar dari beban tersebut. Kdaupun ada protes, tetap tidak bisa
mengubah, karenasemuanyabergantung dari kebijakan di atas | ni merupakan
sstem negara yang tidak boleh diganggu guget.

Gunarta addah seorang pegawa negeri di SMAN 4 Mdang yang sekdigus
menjabat sebaga Weakil Kepaa Sekolah bidang kurikulum. Melihat posis
Gunarta yang cukup strategis, Gunarta sangat berhati-hati dalam memberikan
gatemen, sehingga tampak apapun yang dibuat negara (pemerintah) sebagai
sebuah kebijakan sangatlah ’sekrd’ untuk digugat atau dikritid. Ekspres Gunarta
ddam memberikan komentar dan pendapat terlihat seperti orang yang takut
kehilangan jabatannya, sehingga komentar dan pendapatnya pro-andgch
pemerintah. Pemerintah digambarkannya sebaga sosok ingtitus purna dan
bersh dan tidek perlu digugat atau dikritis. Padapermasdahan Gunartaddam
mengekpresikan dirinya, ditinjau dari teori Gramsci, tentu sangat hegemonis.
Gunarta terhegemoni dan terikat karena jabatan dirinya sebagai pegawai negeri
— yang menurutnya sudah menjadi kewgjibannyauntuk patuh terhadap sstem
negara. I nilah sebenarnyayang disebut dengan konsensus pasif —yang dengan
sendirinya terbangun di ddam karakter baru. °K ebebabasannya terkungkung
oleh jabatannya, sehingga kebijakan yang lahir dari pemerintah, menurutnya
menjadi sah-sah sgjauntuk dilaksanakan, termasuk diantaranyakebijakan UN.

Di dd lan keduanyaterjdin relas sehagaimana layaknya subjek-objek —yang
ddam konsep politik pendidikan Freire— disebut dengan igtilah anti-didogika
Konsep anti-didogika ini memiliki s kemiripan dengan konsep hegemoni
Gramsci. Keduanya sama-sama memiliki muatan dominas dan menguasa,
sehingga menutup ruang didog serta pemaksaan penyeragaman terhadap
keberbedaan daerah. Hd ini terjadi karena redaksi Permendiknas itu sendiri
sangat hegemonis dan menekan. Dengan demikian kebijakan UN meldui
Permendiknas secarapolitistelah merugikan stakeholders pendidikan, mengingat
hak-kreatifitasnyaterganjal divonis akhir oleh pemerintah.

Oleh karena itu, cukup menarik dari inti pemikirannya Gramsci tentang
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pentingnya massa memiliki kesadaran kritis (critical consciousness) dan perang
budaya (war culture) maupun ideologis dalam berbagai tingkatan. Dalam konteks
ini Gramsci menyatakan bahwa manusia ditempatkan sebagal pusat revolus,
sehingga kejayaan dan keterpurukannya bergantung pada manusiaitu sendiri.
Paradoksa antara menghegemoni dan dihegemoni secara empirical-naturall
merupakan konsekuend. Tetapi dominasi dan dehumanisas menjadi sebuah
pelanggaran terhadap hak-hak kemanusiaan. Relevansi dengan politik
pendidikan dan hubungannya dengan kebijakan UN, bahwa kebijakan tersebut
telah mengerosi hak-hak kemanusiaan dalam konteks pendidikan. Pendidikan
yang dijalani pesertadidik harus terdikte dan tidak mampu menjadikan dirinya
sebagal pusa budaya yang mengembang kreetif sesua dengan potens yang
dimiliki. Oleh karenaitu kebijakan UN semestinya menjadi kebijakan daerah,
sehingga pemerintah daerah dan gakehddes memiliki kemandirian untuk
menyelenggarakan kebijakannya, utamanya tentang evauas pendidikan di
daerahnya.

Selanjutnya, di dalam pandangan teori dekonstruksi, bahwa konteks
pemberlakuan kebijakan UN yang pemerintah lakukan sebagai kebijakan
terpusat, justru sangat ditentang. Secara teoritis ruh dekonstruks adaah
membongkar pandangan tentang pusat, fondasi, prinsip, dan dominasi tersebut,
sehingga berada di pinggir. Teori ini memainkan peran *peminggiran’ pusat
dalam kesementaraan dan ketidakstabilan permanen, sehingga suatu saat
pemerintah pusat akan kembdi pada posisinya semula. Dengan demikian,
kebijakan UN yang pada prinsgpnya merupakan konsekuens dari kebijakan
otonomi daerah, selayaknya pemberlakuannyatidak dilakukan secara terpusat
dan dikendalikan pemerintah pusat. Tetapi sebaliknya kewenangannya
sepenuhnya diserahkan pada daerah-daerah otonom. Sedangkan pemerintah
secara fungsional menjadi badan pengawas (bawas) yang berpijak pada prinsip-
prinsip otonomi. Secara prinsipil, model dekonstruksi seperti tersebut di atas
yang relevan dengan teori dekonstrusi, sekaigus menjadi pditica will dari
dakehddas Dengan demikian, pemberlakuan kebijakan UN apabila
dikembdikan kepada prinsp otonomi daerah, tentu sanga memungkinkan
diberlakukan di masing-masing daerah, sesuai dengan kebijakan masing-masing
kepaa daerah. Ha ini dilakukan sebaga upaya mengembalikan kepercayaan-
diri daerah dengan segda potens dan kemampuannya. Membiarkan otoritas
sepenuhnya dalam kendali pusat, sama halnya dengan mengerdilkan kemampuan
deerah. Di satu 95, hd ini sebagal sebuah bentuk pelanggaran terhadap otoda,
di sisi lain menafikan arti pada kelompok —yang kurang memperoleh
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pengertian bahkan aspiras-aspirasinya terabaikan. Inilah yang oleh Derrida
disebut dengan istilah oposisi biner, yaitu penolakan pemberlakuan kebijakan
secaraterpusat yang mendominasi daerah atas dasar strukturalisme.

Dengan demikian, daerah ddam pemahaman strukturdisme ini akan sddu
berada pada posis biner —yang akan sdlamanya menjadi objek kewenangan
pusat. Dan itu berarti bahwa strukturalisme yang sengaja dikontruksi oleh pusat
akan sddu diperkuat melaui pola dominasi dan hegemoni. Secara tidak
langsung daus quo ini yang dikehendaki oleh pemerintah. Konsep Derrida
mengenal dienas oposis biner ini addah menggunakan konsep dffeEn dan
differAn (perbedaan dan penundaan). Dalam arti, bahwa pusat sebagai superior
dan daerah sebagai inferior, dalam hal kewenanga dan kebijakannyatidak harus
dibedakan dan tidak harus ditundakan, sehingga antara pemerintah pusat dan
daerah sama-sama memiliki kewenangan, dan kebijakan-kebijakannya pun dapat
dipertemukan dan sgdan. Dengan demikian keduanya berada pada posis
sgjalan dan seimbang. Konteks kebijakan evaluas pun demikian. Daerah sangat
memungkinkah menyelenggarakan evaduas pendidikan secara mandiri tanpa
dikenddikan dari pusa, sehingga meldui konsep ini, daerah akan menjadi
pusat-pusat pelaksana yang juga berkewenangan mengendaikan daerahnya
Konsep differAn menjadi relevan, dan tidak akan adalagi setting kondisi yang
menunda, karena klaim pusat-daerah, superior-inferior, kedua-duanya telah sama-
sama berkesempaan menjadi pusat. Garis besar dari perspektif dekontruks
ini, seperti yang dikatakan Derrida, bahwa konstruks ataupun dekonstruks
tidek ada yang abadi, semuanya berupa jgak (trace) yang membutuhkan jejak-
jgak baru, sehingga penolakan terhadap oposis biner dapat terwujud. Hd
inilah yang semestinya diperjuangkan sebaga sebuah pemahaman populis,
sehinggadapa memberikan akses dan peluang kepadadaerah untuk bisakreetif
dan mandiri.

Sementara sebuah negara yang ’otoriter’, tidak menergpkan pola kebijakan
pendidikan seperti di aas, diliha dari perspektif Gramsci, tergolong pada
negara sebaga penjaga maam (night watch). Menggunakan aparatur represif
(Densus 88) dan sistem pengadilan, mencurigai dakehddas pendidikan
sehagamana’teroris sertasetting Situasi pengamanan yang ketat, sehinggasepi,
diam tanpa protes. Sebaliknya, yang semestinya model negara yang diberlakukan
addlah negara etis —yang menggunakan peranan efektif, mempersigpkan
stakeholders sebagal warga negara serta perebutan persetujuan sadar (conscious-
CoNsensus).
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Dengan demikian, stakeholders dan ingtitusi-ingtitus tersebut mendukung dan
memperkuat hegemoni yang ada, sehingga konsensus yang terbangun di
dalamnya adalah konsensus partisipatif yang memperhatikan kepentingan publik
(stakeholders). Jka hd ini yang terjadi, tentu kebijakan pemberlakuan evduas
akan mudah diberlakukan dan diterima dengan baik oleh stakeholders pendidikan
dan pemerintah daerah.

DEHEGEMONI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Dari uraian permasdahan diktum yang tidek melibatkan stakeholders pendidikan
di ddam Permendiknas mengindikasikan bahwa pemerintah belum memiliki
kepedulian yang tinggi terhadap stakeholders pendidikan. Sakeholders pendidikan
merupakan bagian penting yang harus dilibatkan di dalam penentuan kebijakan
pendidikan. Peran-peran penting antara pemerintah dan stakeholders pendidikan
akan mampu mengarahkan dan melahirkan kebijakan yang populis

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui hubungan dialektis antara pemerintah
dan stakeholders pendidikan, tidak hanyarelas didektika instruktif tetapi yang
jauh lebih penting adalah membangun relasi diaektika inklusif, sehingga tercipta
kesadaran pendidikan yang prospektif. Kesadaran yang lahir adalah kesadaran
kedua belah pihak, bersama-sama membangun integritas pendidikan menuju
terwujudnya tujuan pendidikan nasiond. Oleh karena itu, rdevans dengan
masdah diktum di atas Permendiknas No. 77 tahun 2008 sangat perlu untuk
ditinjau kembai mengingat diktum tersebut merepresentasikan stakehoders
pendidikan, tidak hanya pada ranah teks tetgpi juga konteks yang buktikan
dengan sergp aspiras di lapangan

Berkatan dengan pelanggaran Permendiknas UN terhadap UU. No. 20 tahun
2003 tentang Ssdiknas dan pelanggaran Permendiknas UN terhadap UU.
No. 22 tahun 2004, mengindikasikan bahwa kebijakan Ujian Nasiona
merupakan kebijakan yang in-konsstensona yang berdampak terhadap in-
konstitusona. Secarainterna kebijakan ini tentu sangat berpotens masdah,
tidak hanya permasdahan konsstensi dan kongtitusiond tetapi dampak sacara
lebih luas addah semakin tidak jelasnya orientas pendidikan di Indonesia
Orientas pendidikan yang merujuk pada tujuan umum pendidikan nasiond
secara implementatif telah dimentahkan oleh pemberlakuan Ujian Nasiond.
Paradoksd yang terjadi antara tujuan UN dan tujuan pendidikan nasiond
menjadi wujud nyata bahwa kebijakan UN belum memiliki landasan yang
mengakar, sehingga layak untuk dipertanyakan.
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Secarateoritis proses pembuatan kebijakan UN tentunya dibutuhkan sebuah
pertimbangan yang matang, diantaranya melalui proses perumusan kebijakan,
implementasi kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kinerja kebijakan. Sedangkan
yang menjadi proses utamanya adalah terletak pada proses perumusan
kebijakan. Tahapan perumusan kebijakan menjadi faktor utamadaam proses-
proses kebijakan selanjutnya. Karena dalam proses perumusan tersebut, cakupan
mengenai implementasi kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kinerja kebijakan
menjadi bagian materi inti di ddamnya

Aspek penting yang akan menjadi pertimbangan daam proses perumusan
kebijakan, sdah satunya aspek yuridis Pada aspek yuridis, sebuah kebijakan
memiliki rdevans akomudatif terhadap payung hukum yang menaunginya
Dalam hal ini perumusan kebijakan UN merupakan proses perumusan kebijakan
yang tidak tuntas di bahas, sehingga menyebabkan cacat hukum.

Selain dari aspek yuridis, aspek lain yang juga penting dipertimbangkan dalam
proses perumusan kebijakan adalah mengedepankan kepentingan publik sebagai
cerminan public will (stakeholders). Urgensitas dari aspek ini adaah bermuladari
paradigma, bahwa segda sesuatunya bermula dan kembai pada stakeholders.

Secara demokratis paradigma ini memenuhi sténdar ‘dari, oleh dan untuk’.
Ddam arti, bahwa stakeholders pendidikan akan menjadi pertimbangan utama
ddam penyelenggaraan pendidikan. Jkadaam proseskebijakan UN dilakukan
dengan cara-cara yang berpihak terhadap stakeholders, maka prospektifitas
pendidikan akan menjadi lebih baik, begitu pula sebaliknya, jika proses kebijakan
pendidikan dilakukan dengan pola-pola proyektif, maka stakeholders pendidikan
tidak akan mendapatkan apapun, kecuali hanya menjadi target |egalitas laporan
formal dalam penyelenggaraan kebijakan. Oleh karena itu, mengingat
Permendiknastersebut sarat dengan pertentangan konstitusiona, makasangat
perlu kiranya pemerintah meninjau ulang is kebijakan Permendiknas agar
menjadi landasan kebijakan UN yang sinergis Undang-undang di atasnya

Permasdahan lain dari kebijakan UN adalah masdah politik kebijakan.
Dipahami bahwa sumber masdah politik kebijakan pendidikan bersumber
dari hegemoni kekuasaan yang dikendalikan pemerintah pusat. Kebijakan UN
merujuk pada hasil andisa sehagamanatelah dibahas pada bagian terdahulu,
merupakan kebijakan murni kepentingan pemerintah yang dipaksakan terhadap
gtakeholders pendidikan. Wujud hegemoni pemerintah tersebut ddam bentuk
formulas kebijakan (diktum) yang tidek melibatkan stakeholders pendidikan,
melampui undang-undang yang menaunginya dan menguasai daerah untuk
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tunduk dan patuh terhadap kepentingan pemerintah pusat.

Permasadahan-permasdahan di aas sanga berresiko tinggi di ddam dunia
pendidikan. Hegemoni yang dilakukan pemerintah atas dasar kekuasaan dan
kewenangan merupakan tindakan yang tidak bisa diterima dengan akal.
Pemerintah dihargpkan mampu membaca fenomina kebutuhan pendidikan
secara riil di daerah. Kebijakan UN bukanlah jawaban yang tepat untuk
mengatas rendahnya mutu pendidikan di daerah. Sebdiknya yang sangat
dibutuhkan daerah addah kebijakan yang mampu meningkatkan mutu
pendidikan, baik menyangkut SDM pendidikan, sarana dan prasarana bidang
pendidikan.

SHain dari itu, bahwa kesadaran stakeholders pendidikan menjadi sesuatu yang
urget untuk terus dilakukan. Hd ini juga bagian dari ussha menghegemoni,
dalam arti mempengaruhi pola pikir stakeholders pendidikan ke arah yang lebih
memberdayakan. Pemahaman ‘memberdayakan’ adalah mengarahkan
stakeholders pendidikan untuk memiliki kesadaran kritis (critical consciousness),
terutama untuk membangun daerahnya agar bisa sggar atau bahkan lebih
maju dibanding daerah lainnya. Ini semua, berkaitan dengan politik kebijakan
yang lebih menguntungkan stakeholders pendidikan.

Keberhasilan sebuah hegemoni ditentukan oleh adanya kesepakatan. Oleh
karenaitu, kesepakatan yang dibangun merupakan kesepakatan tanpa dominasi
penguasa, sehingga kesepakatan lahir secara murni atas dasar kesadaran
dakehddas pendidikan. Kesadaran inilah yang semestinya menjadi target
kebijakan. Lahirnya kebijakan dihargpkan bermula dari permasdahan daerah
yang dibutuhkan perubahan. Perubahan dalam hal ini berarti mutu pendidikan
yang harus ditingkatkan meldui peran-peran strategis stakeholders pendidikan
bersama pemerintah, bergandeng tangan menuju perubahan prospektif. Bukan
sebaliknya pemerintah menunjukkan hegemoni dan kekuasaannya dalam
mengatas daerah, termasuk kebijakan pemberlakuan UN di daerah. Tetapi
sebaliknya daerah menjadi wilayah penanganan khusus yang didampingi dalam
proses pemberdayaan dan peningkatan mutu pendidikannya. Hal ini merupakah
bagian dari pendekatan etika hegemonik yang lebih memberdayakan.

Dengan demikian, hegemoni dalam hal ini diarahkan pada public will, sehingga
pemerintah hanya sebagai ’legidator yang memfasilitas terwujudnya sebuah
kesepakatan. Jka hd ini yang terjadi, tentu kebijakan pemberlakuan evduas
akan mudah diberlakukan dan diterima dengan baik oleh stakeholders pendidikan
dan pemerintah daerah.
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Dai permasdah kebijakan pemberlakukan UN di aas terutama mengena
pertentangan kongtitus dan teks-teks hegemonis Permendiknas dibutuhkan
upaya-upaya dekongtruksi teks agar lebih populis dan humanis

KESIMPULAN

Berdasar kgian kritis pemberlakuan UN, sis positif pemberlakuan UN yang
dapat dikemukakan, bahwa dengan diberlakukakannya UN: 1) Semangat belajar
siswa semakin terpacu, terutama ketika memasuki kelas akhir di sekolah
menengah. 2) Siswa semakin rgin masuk kelas, sehingga optimalisasi
pembelgjaran di kelas dapat diselesaikan dengan baik. 3) Bagi orangtua siswa,
bahwa dengan pemberlakuan UN, perhatian orangtua terhadap anaknya
semakin tinggi, ddam wujud mengikutsertakan anaknya ke ddam kursus-
kursus, khususnya materi-materi UN. 4) Orangtua siswa semakin serius dalam
melihat perkembangan anaknya, terutama dalam hal pemanfaatan waktu belajar
di luar sekolah. 5) Bagi guru pemegang materi UN, semakin terpacu
semangatnya untuk meningkatkan skill dan kuditasnya, karena menjadi sdah
sau faktor lulug tidaknya siswva ddam UN. 5) Guru semakin bersemangat
daam memberikan pembelgaran yang efektiff. Bahkan menambah jam
pegaran, bak di ddam keas aaupun medui bimbingan-bimbingan belgar
pada waktu-waktu khusus di luar kelas, 6) Guru semakin bersemangat ddam
menyusun skenario pembelgaran, termasuk juga penyigpan try aut bagi sswa
kelas akhir untuk menguji kemampuan siswa dari hasil pembelgjaran di kelas.
7) Bagi kepda sekolah, semakin serius memberikan himbauan kepada para
pendidik untuk menyigpkan model pembelgaran yang benar-benar efektif
sertamudah difahami oleh siswa, dan 8) Bagi kepala dinas pendidikan, semakin
serius memberikan himbauan kepada para kepala sekolah untuk terus memacu
semangat stakeholders di bawahnya, sehingga kuditas pendidikan di daerah
semakin membalk.

Namun demikian, beberapa sisi positif pemberlakukan UN di atastidak dapat
dijadikan sebaga satu-satunya acuan dipertahankannya pemberlakuan UN.
Tetapi melihat dari hasil kajian kritis sebagaimana yang telah dibahas pada bab
terdahulu, pemberlakuan UN sangat membutuhkan peninjauan ulang terutama
dari aspek sumber rujukannya (Permendiknas) ataupun daam hd tahapan
proses politik kebijekannya. Berdasar dari permasdah tersebut, maka dapat
direkomendasikan sebaga berikut:

Pertama, pemerintah sebaga pdig/ meker, ddam proses pembuatan kebijakan
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pendidikan, perlu memperhatikan aspek-aspek penting; mengedepankan aspek
kepentingan publik (sakeéhddeas pendidikan) serta mematuhi dan
mempertimbangkannyadengan garis perundang-undangan di atasnya, sehingga
kebijakan yang lahir tidak kontra produktif dan benar-benar mencerminkan
publicall will (stakeholders).

Kedua, pemerintah sebaga pdioy meker, perlu mampu membangun hubungan
deal ektis dengan stakeholderspendidikan, tidak hanyarelasi dealektika instruktif,
tetapi yang lebih penting adalah membangun relasi ingklusif demi terciptanya
kesadaran pendikan yang prospektif sehinggatujuan Pendidikan Nasiond depa
tercapai.

Ketiga, pemerintah sebagai policy maker, perlu meninjau kembali antara konsep
tujuan Ujian Nasiond dengan tujuan Pendidikan Nasiond. Sdain dari itu,
hendaknya pemerintah menempatkan tujuan utama Pendidikan Nasiond di
atas tujuan Ujian Nasional secara proporsional, dengan menekankan pada aspek
berkembangnya potens peserta didik agar menjadi manusia yang beriman
dan bertaqwa kepada Tuhan Y ang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggungjawab.

Keempat, pemerintah sebagai policy maker, perlu mengutamakan konsep pemetaan
mutu pendidikan dibandingkan dengan penentuan kelulusa yang dipatok dengan
angka-angka tertentu. Untuk memperbaiki mutu satuan pendidikan, di daerah
masih dibutuhkan pembinaan secaraintesif, sehinggakuaitas pendidikan akan
lebih baik.

Kelima, pemerintah sebaga pdigy meke, perlu mengkemas penyampaian teks
sebagal pesan yang tidak berpotens hegemonis, menciptakan kondisi yang
kondusif bagi dakehddes pendidikan, sehingga keberadaan teks menjadi
inspiras kreatif bagi pembacateks

Keenam, pemerintah sebagai policy maker, perlu memberikan penilaian kelulusan
dalam Ujian Nasional, tidak hanya menekankan penilaian dari aspek kognitif,
tatapi juga aspek afeksi (emotional spiritual quotien) dan psikomotoriknya, sebagai
wujud bahwa penilaian tersebut vaid dan objektif.

Ketujuh, pemerintah sebaga pdicy meke, perlu memberdayakan daerah serta
memberikan kepercayaan untuk bertanggungjawab terhadap daerahnya Sangat

memungkinkah daerah menyelenggarakan evauas pendidikan secaramandiri
tanpa dikendalikan dari pusat, sehingga daerah akan menjadi pusat-pusat evaluasi
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peaksana pendidikan yang juga berkewenangan mengenddikan daerahnya
secara kompetitif
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